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- A& Latar Belakang Masalah

Seabilitas ekonomi dan keuangan merupakan salah satn persyaratan

pesses dalem membangun dan menggerakkan roda perckonomian. Sejak tahun
L beberapa indikator ckonomi mikro telah menunjukkan perbaikan scperti
weeein dar tingkat inflasi dan suku bunga yang menurun, serta ditunjang
Sesean pertumbuban ekonomi positf. Namun beberapa indikator lain, sepeiti
2 e tuker mata vang dan indeks harga saham masih menunjukkan fluktuasi yang
“ukee twam, vang antara lain dipengaruhi aléh kondisi sosial, politik, dan
Sesmanan yang belum sepenuhnya pulih.

Pokok permasalahan vang dihadapi dalam sektor Keuangan ini adalah
wes perhankan vang belum kukuh, ketergantungan yang tinggi pada sumber
geesyaan perbankan, serta belum meratanya alokasi kredit, baik antar pelaku
et maupun antar daersh. Guna mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan
wams diempuh adalah mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dari sektor
setankan serta meningkatkan keschatan lembaga keuangan, ekses permodalan
swis wsaha kecil dan menengah, dan pembiayaan kegiatan ckonomi di daerah.

Produsen  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  konsumen,
seseergunakan perjanjian baku (perjanjian standar) khususnya untuk melayani
Wwomsumen dalam jumlah banyak mengenai barang dan/atau jasa sejenis.

Seswcamana diketahui bahwa munculnya hukum perjanjian dalam lalu lintas
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Sees &landasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisicn
Setaleo kegiatan yang bersifat transaksional,

Pasal 1313 KUHPerdata menycbutkan bahwa: “Perjanfian adalah suatu
etwsion dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinva terhadap satu
e atgu lebih .

Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa uniuk
salimya suatu perjanjian, diperlukan 4 svarat, vaitu adanya sepakat mereka yang
e bathan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu dan suatu
wewt vang halal, Dengan memenuhi persyaratan ini, masyarakat dapat membuat
geangian apa saja.

Pasal 1320 KUIIPerdata disebut sebagai ketentuan yang mmgaﬂ;r. asas
Lomsesuslisme, vaitu perjanjian adalah sah apabila ada kata sepakat mengenai hal-

4w vemg pokok dari perjanjian. Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan

~ Sesboorak dalam membuat semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
weees Undang-Undang bagl mereka yang membuatnya.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian harus
e depgan memenuhi ketentuan Undang-Undang, sehingga perjanjian tersebut
mems kot para pihak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban di antara
pik-pihak tersebut, Sementara Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyebutkan,
ek sstu syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan
- Sesvoserak adalah itikad baik dard pihak yang membuat perjanjian.

Inkad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu

s penilaian buik terhadap tindak tanduk suatu pibak dalam melaksanakan apa



“ase skan diperanjikan.’  Dengan demikian asas itikad baik mengandung
pemeerian, bahwa kebehasan suaty pihak dalam membuat perjanjian tdak dapat
Swwsadkan sekehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya. *

Salah satu perusahaan yeng selalu menggunakan perjanjian dalam setiap
wwsssksnva dengan konsumen adalah perusahaan yang penjual kendaraan
Swesmetor secara kredit, Perusahaan jemis im pada umumnya melakukan kerjasama
Wemesn perusahasn leasing yaitu perusahasn yang bergerak dalam penyediaan
Swses-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka
wekew tertentu, berdasarkan pembavaran-pembavaran sccara berkala disertai
Semees hak pilih (opsi) bagi peruschaan tersebut untuk membeli barang-barang
el vang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan
e yang telah discpukati bersama. 3

¥lausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh
waiss sat pihak tanpa melibatkan pihak yang lain, dan pihak yang lain terscbut
Sweesl menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Pembeli atau
Lomsamen menerima dan memenubi klausula-klaosula yang telah dipersiapkan
S risiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi obyck perjanjian,
smeinls ia tidak menandatangani perjanjian.

Munculnya persaingan diantara perusahaan-perusahaan barang dan/atau
wss kendaraan bermotor mengkondisikan perusahaan untuk dapat menciptakan
Wesecsulan bersaing schingga kelangsungan hidup perusahaan akan terjamin. Di
sumgeng i perusahaan tidak dapat mengandalkan kemampuan internalnya saja,

Sﬁdm.x spek-Aspek Hulm Perikatan Nasional, Alumni, Bandung, 1956, hal. 26.
* Sutsn Remy Siohdeni, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi
Purs Pukak Dalam Perfanflan Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indenesia, Jakarta, 1993,
- S
“SK Bersama Menteri Keuangan, Menter| Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
e e 122ME/V2I1974, No3ZM/SK/2/1974, NoJ0OKpb/L1974 tertanggal 7 Pebruari 1974
e Perivinan Usaha Leasing, Pasal 1 SKB,



momperhatikan konsumen  sebagai pihak yang menggunakan  barang
Jasa perusahaan. Untuk mengantisipasi hul tersebut, langkah-langkah
diperhatikan oleh pihak peluku usaha sangat terkait dengan bagaimana
milal dari barang/preduk yang dihasilkan dari sisi konsumen. *

Sredit kendaraan merupakan salah sata jenis dari kredit konsumsi. Kredit
. merupekan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga termasuk
¢ hank pelaksana untuk keperluan konsumsi barang/jasa, dengan membeli,
stau dengan cara lainnya. Dalam melakukan perjanjian kredit, terdapat
yang diperlukan oleh konsumeh, yaitu :

Nama dan alamat pemohon,

Bidang usaha/sektor ekonomi

Twuanjenis penggunaan Kredit

o e e

Jamlah kredit yang diperlukan

Sclam jtu, perianjian kredit bisa juga disebut dengan kredit berdokumen
+ sustu cara pembayaran delam jual beli perusahaan, yang dapat ditenima oleh
Belah pihak. yaitu dealer dan konsumen.” Dokumen tersebut dapat berupa
hak milik (feo) yang terdiri dari ©

© Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor

= Surat-surat (pemilikan) mesin-mesin/pabrik

& Serat-surat pemilikan barang-barang yang bersangkutan.

* Pusut Peparing Gusti, Perlindingan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian kredit sepeda
Fads PT. Swzuki Paser Kliwon df Kudus, Skripst, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan
S:-mg.zﬂﬂs hal. 1.

o, HMN,, Pengertian Pokok-pokok Hulwum Dagang Indonesia, Djambatan,



Fenpualan sepeda bermotor vang melibatkan perusahaan leasing, dalam
perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagm dsas
dan hukam perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1338 Juncto Pasal 1320
Perdata Secara harfiah dealer sepeda motor dilandasi oleh lembaga jual beli
sew e menvewa. Secara khusus perundang-undangan yang melandasi jual-beli
G sewa menvewn adalah sama. keduanya memiliki dasar hukum yang
dalam KUHPerdata dan dikelompokkan sebagai perjanjian bernama,
Sesestaa sewa beli ol termasuk dalam pedjanjian tidak bernama yang timbul
slisiam prakick,
Penjanjian tidak bernama, adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada
e csorannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam
A HPerdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perjanjian-
semasnan vang  tergolong  dalam  perjaniizn-perjanjian  tidak bermama itu
Swesdasarkan hukum praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (yurisprudensi).
Perjanjian kredit yang di teliti dalam penelitian ini adalah perjanjian kredit
semeds motor pada dealer sepeda motor dengan melibatkan perusahaan leasing,
sane termyata paling banvak dipakai dalam prekick dan sesuail dengan
Semampuan keuangan untuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut.
Dl prakiek perjanjian sewa beli, bukan merupakan perjanjian konsensual yang
sevahigus diikuti dengen perjanjian riil (penyerahan uang muka dan penverahan
Swang). Sepanjang uang muka belum ada dan barang belum discrabkan, maka

pembeli belum merasa dirinya terikat oleh perjanjian itu.
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Pempanpian baku yang ditetapkan sepihak tersebut, menunjukkan bahwa
sepeda motor vang menjual barangnyva secara kredit dalam prakek
. o tersendirl, vaitu upaya memperkuat hak penjual dari berhapgai
vang terburuk, selama masa kontrak atau sebelum waktu pelunazan
sesess, untuk menjamin kepentingan penjual. Hal ini yang membuat perjanjian
b wane dipergunakan dalam pranata sewa beli sering merupakan penyehab
s bag timbulnya masalah di pihak pembeli dari pada penjual.

D1 dalam melakukan perjanjian sewa beli, pada salah satu sisi memberikan
wuetast bagi konsumen karena kebutuhan akan kendaraan bermotor yang
Lomenkan dapat terpenubi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih
weis jems kualitas Kendaraan bermotor terschut sesuai dengan keingman dan
Semampuan konsumen. Namun kondisi dan fenomena saat ini mengakibatkan
Setudukan pelaku usaha (dealer) dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana
Loesumen berada di posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktifitas oleh
selaku usaha (dealer) melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan
s anjian stndar yang merugikan konsumen,

Beberapa persoalan yang timbul dalam perjanjian pembelian kendaraan
Sermoter melalud perusahaan leasing, adalah klausula-klausula yang memberikan
Sek kepada penjual untuk menuntut dan penarikan barang menurut perjanjian
vang dilakukannya. Jika terjadi persoalan, umumnya yang ditarik adalah obyek
dan perjanjian. Penarikan menurut Undang-Undang akan memerlukan waktu

yang relatif lama, karena harus melalui perintah Hakim. Untuk menghindari risiko



senng pihak pemual menempuh jalan pintas dengan penarikan barang
sew s bels (kendaraan bermolor) seeara langsung.

Sepentingan pelaku usaha untuk berusaha sebagaimana agar produk vang
dibeli konsumen adalah suat yang wajar. Namun demikian bukan
hanva mengejar  kepentingan laba vang setinggi-tingginya, rela
emserbankan kepentingan ekonomi kensumen. Pelaku usaha memasang tarip
pemeslan produk dengan tidak memperhitungkan beban biaya secara riil yang
- Shctesckan untuk proses produksinya. schingga konsumen menerima untuk
ety barang karena keterpaksaan, adanya tuntutan kebutuhan riil yang tinggi,
 wemestara persedizan barang terbatas. ©

Adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut memberi dampak
pais perlindungan hak yang sepihak pada penjual dari pada pembeli, sehingga
Len banvak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Tentu hal ini
sk dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena hukum bertujuan
wesuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak. Penentuan isi atau
Seusula-klausula yang layak, termasuk yang diakui dan diwajibkan perlu
Seusngkan dalam suatu perundang-undangan.

Seperti halnya suatu perjanjian antara pelaku usaha yang pada umumnya
fetah kuat, dihadapkan dengan pihok konsumen yang cenderung mempunyai
posisi lemah. Bagi pihak yang lemah hanya terdapat dua pilihan, yaitu apabila
wonsumen membutubkan jasa atau barang yang ditawarkan kepadanya, maka

tonsumen harus menyetujui semua svarat-syarat yang diajukan tanpa

“Mansyur, M. Ali, Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwufudan
Feriindungan Konsumen, Genta Press, Yogyakara, 2007, hal, 83,



apakah  konsumen mengetshur dan atau memahami  urusan
tersebut atau tidak. Scbaliknya, apabila konsumen tidak menyetujui
vang digjukan, maka konsumen tidak bisa mengadakan perjanjian
pelaku usaha tersebut (take it or leave it contract).
Hukum Perlindungan Konsumen (UL Nomor 8§ Tahun 1999 tentang
Sesdungan Konsumen) dalam tatanan hukum positf Indonesia telah resmi
e sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi semua
~wawrs npegzara Indonesia. Lohimya Undang-Undang Perlindungan  Konsumen
(LK) seiring dengan semangat reformasi menjadi harapan banyak pihak untuk
wampue mewujudkan tujuan perlindungan konsumen, utamanya memberikan
Semanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam persoalan konsumen. |

Masyarakat vang pada dasarnya adalah kooswmen harus berhati-hati
seienih apabila dikaitkun dengan perusahaan jasa layanan publik, karena
peranian baku yang ditetapkan sepihak tersebut, menunjukka}n bahwa lembaga
s beli dalam prakteknya terdapat ciri tersendiri, yaitu memperkuat hak penjual
dan berbagai kemungkinan terburuk, selama masa konrak atau sebelum waktu
pelunasan angsuran, untuk kepentingan penjual sendiri.

Dengan adanva Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang
—undangkan pada tanggal 20 April 1999 dan efektif mulai berlaku sejak tangoal
= Aprl 2000 dapat membatasi kebebasan penerapan klausula baku, sehingga

“apat tercipta suatu perjanjian baku yang didasari oleh asas kebebasan berkontrak

" Mansyur, M. Ali, Jurna! Hukum Vol. XV Hubum Periindungan Konsumen daiam Hudkum
Fosuif di Indonesia, FH-UNISSULA, 2005, hal. 447.
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vame hdak bertentangan dengan Pasal 18 UUPK. terutama pada dealer kendaraan
Scnmotor dadam membual suata peganjian dengan konsumen.

Pasal 1 avat (10) UUPK menycbutkan bahwa: “Kigusula Baku adalah
senar aturan atay ketentuan dan Syarat-syvaral yang telah dipersiaphkan dan
woetaptan terlebih dahulu secara .E'Epff’l.{;k aleh pelaku wsaha yang dituangkan
S suaty dokwmen dandatan perfaniion vang mengikat dan wapih dipenuhi oleh
Bamsumen .

Dalam siuasi dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekarang tidak
wenentu, ferlebih dengan makin mareknya kerusuhan dan tindakan kekerasan
serta pengrusakan terhadap kendaraan bermotor, sangatlah diperlukan sarana dan
presarana perlindungan bagi para konsumen terhadap berbagai bentuk kerugian.
Sanvakova terjadi pencurian kendaraan bermotor, kecclakaan merupakan suatu
Sevangan yang menakutkan bagi para pemilik kendaraan bermotor dewasa ni.
Sengusaha dalam melakukan transaksi penjualan kendaraan bermotor secara
wredit, hanya membuat klausula-klausula yang mengikat satu pihak saja sehingga
sering merugikan pihak konsumen.

Gangguan kepentingan hukum konsumen -adalah sebagai akibat dari
wesiek niaga yang jelas-jelas tidak schat, dan konsumen hanya scbagai korban
“em persaingan antara produsen yang satu dengan produsen yang lainmya,
Srambah kurang tanggapnya pemerintuh pengawasan vang lemah terhadap
seaiiek penjualan melalui leasing. Adanva kecenderungan pemerintah hanya
welmdungt produsen yang dianggap sebagai sumber pembayar pajak, penyedia

“soengan kerja dan membantu perolehan devisa. Perlindungan hukum terhadap
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akan dapat terwujud manakala kepedulian untuk membela haknya
“oakapi dengan kritis dan berani serta mendapat dukungan dari pemerinzah
sparat penegak hukum. Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas. maka
wmmn menzhti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya
tes vang berjudul :

AUAN YURIDIS PERLINDIUNGAN HUKTM KONSUMEN DALAM
JIAN KREDIT SEPEDA MOTOR PT. SUZUKI DI PURWODADI

Sowdi Kasus Melalui Leasing PT. Adira Finance)”

B Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan

Bukan oleh penulis adalah :

. Apakah perjanjian baku dalam perjanjian kredit sepeda motor PT. Suzuki di
Purwodadi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ?

© Baguimana perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian kredit sepeda
metor PT. Suzuki di Purwedadi (studi kasus melalui leasing PT. Adira
Fmance) 7

©  Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian
kredit sepeda motor PT, Suzuki di Purwodadi (studi kasus melalui leasing PT.

Agdira Finance) 7



11

m Masalah

Pencliian mi agar tdak menyimpang dun pokok permasaluhan vang
maka diperlukan pembatasan masalah. Masalah yang dibahas dalam
ini mengenai perjanjian baku antara penjual dan pembeli dalam
kredit sepeda motor, perlindungan hukum bagi konsumen dalam
perjanjian juai-beli kredit sepeda motor. serta penvelesman sengketn
Lonsumen merasa dirugikan oleh PT. Suzuki di Purwodadi melalui feasing

" Adira Finance.

B Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

© Untuk mengetahui perjanjian baku dalam perjanjian kredit sepeda motor PT.
Suzuki di Purwodadi tidak bertentangan dengan hukum vang berlaku.

= Untuk mengetzhui perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian kredit
sepeda motor PT. Suzuki di Purwodadi (studi kasus melalu feasing P1. Adira
Finance).

3 Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dan konsumen dalam
perjanjian kredit sepeda motor PT. Suzuki di Purwodadi (studi kasus melalui

leasing PT. Adira Finance).



Sezunaan Penelitian
I. hegunaan teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan pemahaman
vaog lebih baik dalam rangka pengembangan lebih lanjut dalam hukum
senanjian khususnya perjanjian kredit dan Perlindungan Konsumen.
2. Kegunaan praktis

Hasil penclitian im diharapkan dapat memberikan tambahan dari
penulis maupun pihak-pihak yang membacanya mengenai berbagai macam
masalah dalam hukum perjanjian khususnya perjanjian kredit sepeda motor
“an perlindungan konsumen. Selain itu penelitian ini diharapkan  dapat
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijaksaraan

fukum melalui pembentukan hukum yurisprudensi.

¥ Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu
wasalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaun secarsz hati-hati. tekun dan
sunias terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode
senelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk
=emecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. ®

Menurut Sutrisno Hadi, Penelitian adalah usaha untuk menemukan,

=engembangkan dan menguji kebenaran sustu pengetahuan, usaha mana

* Soerjono Soekamio, Pengantar Penelitian Hukem, UT Press, Jakarta, 1996, hal_ 6.
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dengan menggunakan metode-metode ilmiah.” Dengan demikian
vang dilaksanakan tidak lam untuk memperoleh data yang telah teruji
dmiahnva. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah terscbut ada dua
g menurut sejarahnya, yaitu berfikir sccara rasional dan dan berfikir
empms. Olel karena itu untuk menemukan melode ilmiah maka
lah inetode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di
smomalisme memberikan  kerangka pemikiran vang logis, sedangkan
merupakan kerangka pembukbtian atau pengujian untuk memastikan
kebenaran. '’

. Metade Pendekatan

Metode pendekatan vang digunaken dJalam penelitian ini adalah
pemdekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah metode
endeiatan dalam penelitian hukum dengan menggunakan data primer yaitu
S vang di depat langsung dari lspangan, atau suatu pendekatan vang
Serpangkal pada permasalghan mengenai hal yang bersifal yuridis serta
Senyataan yang ada.

Pendekatan hukum yuridis empiris terutama menilai data primer di
semping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder yang
Scrupa dokumen atau  bahan-bahan kepustakaan. Bahan-bahan hukum
sekunder sangat erat hubungarnya dengan bahan-bahan hukum primer dan

“anat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer vaitu

" Sumnisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, Andi Offset. Yogyakarta, 2000, hal, 4,
' Renny Hanitijo Soemitre, Metodolagi Penelitisn Hukiim dan Jurimetri, Ghalia Tndonesia,
1993, hal, 36.
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mmcEzan peraturan perundang-undangan hasil karya ilmiah para sarjana atau
es-hasil penelitian."”

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah desknptil analitis yaitu
ook menggambarkan mengenai perjanjian kredit  sepeda motor  di
Swhwnckan  dengan  Undang-Undang Nomor § Tahun 1999 tentang
Pemdungan Konsumen,  dikaitkan  dengan  asas-asas hukum  serta
wencmalisis fakta-fakta yang sesuai dengan identifikast mmsalah secarn

s===matis dan faktual.

Samber Data

+ Data sekunder adalah jenis yvang diperoleh melalui data kepustakaan, yaitu
berupa buku, diktat baik dari luar atau dari dalam PT. Suzuki di Purwodadi
sehingpa menjadi pedoman dalam pembuatan skripsi ini,

5 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dan sumbernya dan

dicatat melalui hasil wawancara dengan pihak PT. Suzuki di Purwodadi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat
digolongkan menjadi dua, vaitu :
(a) Penelitian Kepustakaan

Yaitu mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari :

Y fhid, bal. 37
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| Sashan-bahan primer, yaitu berupa peraturan perundang-imdangan
wang berkaitan dengan perlindungan konsumen melalui klausula-
Slsusula di dalam perjanjian kredit antara lain:
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
<) Surat Keputusan Mentern Perdugangan dan Koperasi Nomor
34/KP/1980 Tentang Izin Kegiatan Usaha Sewa Beli,
2~ Bahan hukum sekunder, vaitu berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang
hukum dalam bentuk karya ilmiah, buku teks, hasil penelitian, jurnal,
majalah-majalah dan artikel-artikel.
= Hazhan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

terdiri dari : kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia

& Penelitian lapangan
Vaitu mengumpulkan, meneliti dan menyeleks: data primer yang diperolch

langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

= Metode Analisis Data

Pada analisis data ini penulis menggunakan metode kualitatif vang cara
sesulisannya menghasilkan data deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh responden
wecara tertulis atau lisan dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Jadi setelah data

seiesan dikumpulkan secara lengkap dari lapangan maka tahap berikutnya adalah
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salisa Pada tahap ini data dimanfaatkan dan  dikerjakan  untuk
kenyataan-kenyatan yang kemudian digunakan untuk menjawab

vang ada, serta berkaitan dengan teori-teon yang ada.

. Sstematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skapsi ini, dapat divraikan dalam
= S bab sebagai berikut :

Hab 1 berisi pendahuluan vang menguraikan tentang latar belakang,
shan, perumusan masalah. tujuan penelitian, metode penelittan dan
penulisan.

Bah Il tentang tinjauan pustaka berisi vang menjelaskan pengertian
e aniian, 2sas-asas dalam hukum perjaniian, syarat sahnya perjanjian, perjanjian
et dasar hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kredit .

Bab 1l tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan
seranjian baku dalam perjanjian kredit sepeda motor PT. Suzuki di Purwodadi
ek bertentangan dengan hukum vang berlaku, perlindungan hukum konsumen
sl perjeniien kredit sepeda motor PT, Susuki di Purwodadi (studi kasus
=elalui leasing PT. Adira Finance), tanggung jawab pelaku usaha dan konsumen
“elam perjanjian kredit sepeda motor PT. Suzuki di Purwodadi (studi kasus
melalui leasing PT. Adira Finance).

Bab IV tentang Penutup berisi kesimpulan dan saran.
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